BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Optimalisasi
Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi,
paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan
berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan
maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan. Optimalisasi adalah proses
pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi
yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan
keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika
tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.
Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu
tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.
1. Tujuan
Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau minimalisasi. Bentuk
maksimalisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan
dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi
akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya,
waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa
yang diminimumkan atau maksimumkan.
2. Alternatif Keputusan
Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia
tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang
dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas
atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
3. Sumber daya yang Dibatasi
Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas.

Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.



Manfaat Optimalisasi:

1. Mengidentifiksi tujuan

2. Mengatasi kendala

3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga
mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki Dengan
demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses,
cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber—sumber yang dimiliki
dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan

paling diinginkan.

1. Kapasitas Angkutan
Kapasitas angkutan ialah kemampuan suatu alat angkutan untuk
memindahkan muatan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain
dalam waktu tertentu. Unsur-unsur kapasitas angkutan terdiri dari berat
muatan, jarak yang ditempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk
angkutan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kapasitas angkutan terdiri
dari :
a. Sifat barang yang diangkut
b. Jenis alat angkut
c. Jarak yang ditempuh
d. Kecepatan rata-rata
Contoh kendaraan yang di angkut :
a. Angkutan Umum
b. Angkutan/mobil pribadi
c. Sepeda motor
Bis
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e. Truck



2. Persyaratan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan.

Angkutan penyeberangan pada dasarnya merupakan bagian dari

angkutan jalan raya. Angkutan jalan raya merupakan transportasi yang

sangat flexsibel. Artinya, prasarana yang ada bisa melayani berbagai

tingkatan demand serta dapat dilalui setiap saat, sebagai bagian dari

angkutan darat, angkutan penyeberangan diharapkan memenui Kkreteria

yang mendekati sifat-sifat angkutan jalan raya, yaitu sebagai berikut.

a.

Pelayanan ulang-alik dengan frekuensi tinggi. Pemakaian angkutan
penyeberangan pada umumnya menginginkan pelayanan tanpa waktu
tunggu yang lama.

Pelayanan terjadwal demham headway konstan sangat diinginkan oleh
penumpang, sesuai dengan tujuan perjalanan mereka.

Pelayanan yang reliabel, reability biasanya dinyatakan dalam dua
parameter, vyaitu regulaty(keteraturan) dan punctuality (ketepatan
waktu). Keteraturan dan ketepatan waktu bagi penumpaang atau
barang sangat di tuntut oleh pemakai jasa angkutan yang sangat
mengharapkan efisiensi  transpor.  Persyaratan ini  menuntut
dioperasikanya kapal penyeberangan dengan kapasitas cukup dan
tidak sensitf terhadap perubahan kondisi cuaca.

Pelayaran yang aman dan nyaman. Pelayaran yang aman dituntut pada
semua rute pelayaran, sedangkan kenyamaman di tuntut terutama pada
pelayaran yang memerlukan waktu yang lama. Akomodasi di kapal
penyeberangan dengan waktu pelayaran malam hari harus tersedia.
Tarif yang moderat (rendah). Mengingatkan angkutan penyeberangan
biasanya ditunjuk untuk melayani angkutan commuter, maka angkutan
penyeberangan diharapkan berada pada tingakatan tarif moderat
(rendah).

Aksesbilitas terminal angkutan penyeberangan, lokasi terminal tidak
terlalu jauh dari pusat bangkitan lalu lintas sehingga jarak dan waktu

tempuh daru asal ke tujuan dapat dipersingkat.(M.N.Nasution,2015).



3. Upaya Pencegahan Kecelakaan dan pengoptimalisasian keselamatan
penumpang di atas kapal
Pemeriksaan  kecelakaan kapal terdiri dari  pemeriksaan
pendahuluan oleh syahbandar dan pemeriksaan lanjutan oleh mahkamah
pelayaran, sedangkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor

17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 245 menyatakan bahwa :

Kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang

dapat mengancam keselamatan kapal dan jiwa manusia berupa :

a. Kapal tenggelam

b. Kapal terbakar

c. Kapal tubrukan

d. Kapal kandas
Selanjutnya pada pasal 256 tentang investigasi kecelakaan kapal
dinyatakan bahwa :

a. Investigasi kecelakaan kapal dilakukan oleh komite nasional
keselamatan transportasi untuk mencari semua fakta guna mencegah
terjadinya kecelakaan kapal dengan penyebab yang sama.

b. Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
setiap kecelakaan kapal.

c. Investigasi yang dilakukan oleh komite nasional keselamatan
trasnportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk
menentukan kesalahan atau kelalaian atas terjadinya kecelakaan
kapal.

Usaha dalam penyelamatan jiwa di laut merupakan suatu kegiatan
yang diperguanakan untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan kapal
dan muatannya. Untuk memperkecil terjadinya kecelakaan di laut
diperlukan suatu usaha untuk pengoptimalisasian penyelamatan jiwa di
atas kapal tersebut dengan cara memenuhi semua peraturan-peraturan
yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization),ILO

(International Labour Organization) dan ITU ( International
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Telecomunication Union) maupun oleh pemerintah.(Danny Faturachman,
dkk 2015).

2.2 Pengertian Keselamatan
a. Definisi
Keselamatan  Pelayaran termasuk upaya penanggulangan
kecelakaan dan merupakan faktor utama lancarnya arus pelayaran dalam
transportasi laut, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran, Pasal 116 Ayat (1) “Keselamatan dan keamanan pelayaran
meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan,
serta perlindungan lingkungan maritim”.
b. Peraturan
Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus
ditaati dan dilaksanakan. Peraturan yang menjelaskan tentang
Keselamatan Pelayaran di Indonesia yaitu UU No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran pada Pasal 116 Ayat (1) “Keselamatan dan keamanan
pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan,
pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim” dan Ayat (2)
“Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah”. Keselamatan
dan Keamanan Angkutan di Perairan dimaksud dalam UU No. 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran Pasal 117 Ayat (1) yaitu “Keselamatan dan
keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan,
kelaiklautan kapal dan kenavigasian”.
c. Manajemen
Pemilik atau Operator Kapal yang mengoperasikan kapal untuk
jenis dan ukuran tertentu, harus memenuhi persyaratan manajemen
keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapaldisebutkan dalam
Pasal 169 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Pelayaran.Kapal yang telah memenuhi persyaratan

manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal
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sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas, diberikan sertifikat. Sertifikat
Manajemen Keselamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas,
berupa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (Document of
Compliance-DOC) untuk perusahaan dan Sertifikat Manajemen (Safety
Management Certificate-SMC) untuk kapal. Pengaturan di bidang
manajemen keselamatan, memuat ketentuan yang mengantisipasi
perkembangan lingkungan strategi nasional dan internasional yang
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan
mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti International
Safety Management Code (ISM Code). Sistem tersebut dirancang untuk
menjamin terselanggaranya perlindungan yang efektif dari kemungkinan
resiko dan bahaya yang dapat diperkirakan dan diantisipasi sebagai
penyebab kecelakaan yang tidak seharusnya terjadi pada kegiatan

pelayaran.

2.3 Kapal Motor Penumpang

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut,
sungai seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya
cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam
istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih
kecil Kapal penumpang adalah kapal yang digunakan untuk angkutan
penumpang.(Wikipedia,2009)

Untuk meningkatkan efisiensi atau melayani keperluan yang lebih luas
kapal penumpang dapat berupa kapal Ro-Ro, ataupun untuk perjalanan
pendek terjadwal dalam bentuk kapal feri. Di Indonesia perusahaan yang
mengoperasikan kapal penumpang adalah PT. Pelayaran Nasional Indonesia
yang dikenal sebagai PELNI, sedang kapal Ro-Ro penumpang dan kendaraan
dioperasikan oleh PT ASDP, PT Dharma Lautan Utama, PT Jembatan
Madura dan berbagai perusahaan pelayaran lainnya (Wikipedia, 2009).
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2.4 Pengertian Penyeberangan

Menurut undang - undang nomor 17 tahun 2008 tentang
pelayaran, angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi
sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur
kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan
kendaraan beserta muatannya berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
nomor 32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan
menyatakan bahwa Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan
untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan
bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang
terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan
kendaraan beserta muatannya. Usaha angkutan penyeberangan adalah usaha di
bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas
penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang
memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional
prasarana, sarana dan perairan. Lintas penyeberangan adalah suatu alur
perairan di laut, selat, teluk, sungai atau danau yang ditetapkan sebagai
lintas penyeberangan, berfungsi untuk menghubungkan simpul pada
jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api. (Keputusan Menteri
Perhubungan nomor 32 tahun 2001 tentang penyelenggaraan angkutan
penyeberangan). Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum yang
diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum untuk

kegiatan angkutan penyeberangan.

2.5 Instansi terkait di Pelabuhan
Perlu diketahu pula bahwa di dalam pelayanan ini banyak instansi
maupun perusahaan maupun Instansi perusahaan yang terkait antara lain :
a. Instansi Administrasi Pelabuhan
b. Instansi Bea & Cukai

c. Instansi PT. Pelabuhan

o

Instansi Kesehatan Pelabuhan
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Instansi Karantina
Instansi Keamanan

Perusahaan Pelayaran

o Q@ ~H o

Perusahaan Bongkar Muat

I. Freight forwarder

J.  Tenaga Kerja Bongkar Muat ( H.A. Abbas Salim, 2013)

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi.
Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu
kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting Karena tanpa adanya
pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang
memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi parapekerjanya.
Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap
Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan,
Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pembandingan Pelaksanaan
dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan
Tindakan Koreksi. (Mela Oktalisah, 2014)



